BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Perdagangan orang (rrafficking in persoms) merupakan salah satu bentuk
kejohatan transnasional wveng paling mengkhawatitkan di kowasan Asia
entuh aspek keamanan nasional, tetapi juga

Tabel 1. | Kondisi Lapangan Kasus Perdagangan Manusia { Traffickimg in
Persan) di Filipina Tahun 2015-2016,
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Sumber: Trafficking in Persans Report 2015 dan 2006 di Filipina oleh
Departemen Luar Negeri Amerika Serikat,

Sebagai mﬂﬂimtu:gpn}u fenomena perdagangan manusia yang
‘melands Asia Tenggam. ASEAN mengadopsi ASEAN Comvention Againsi
Trm‘bh&g in Persons, Especially Wamen and %‘mm tahun
2015, Konvensi ini menjadi bentuk komitmen reginnal dalam mengatasi
pmhwu manusia melalu kerja suma lintas negara dalnmhllmhﬂn,
perlindungan: korban, dan penegakan hukum. ACTIP memiliki kedudukan
strutegis ml instrumen hukum regional pertzma yung l:rmngiht secard
‘hukim flegaliy binding) dalam isu perdagangan nm

ASEAN awalnya berfokus pada upays memerangi penvalshgunaan dan
perdngangan_narkoba, yang menjadi perhatian utama di kuwasan. Namun,
sennﬁn Mnm:tﬂuﬁsmm pencucian uang. penvelundupan
senjata, perdagangan manu'i'iﬁ.. dan pembagjakan. Komitmen ASEAN dalam
menangani isu ini telah dimulai sejak Deklarasi ASEAN Concord tahun 1976
yang menckankan iﬁe&jnsmﬁa d:llam I'.J'H.!ll.lEEfﬂnii]E penyalahgunaan  dan
perdagangan narkoba (ASEAN, 2012). Instrumen ASEAN perfama yang
mencakup tindakan Traficking in Persons (TIP) adolah Deklarasi ASEAN
tentang kejahatan transnasional pada Konferensi ASEAN tuhun 1997, Pada
tahun 2004, negara anggota ASEAN akhimya menyetujui Konferensi Tinghat
Tinggi (KTT ASEAN) ke-10 dan menyetujui Deklarasi ASEAN menentang
TIP, khususnya Perempuan dan anak yang kemudian menjadi pionr ACTIP.




ACTIP pertama kali dibahas pada AMMTC ke-6 di Brunei Darussalam dengan
kemungkinan pembentukan konvensi ASEAN teckait TIP. Akan tetapi, inisiatif
tersebut stagnan hinggs tahun 2011, Pada tahun 2001 negara-negara ASEAN
menegaskan kembali atas kebutuhan mendesak untuk menangani TIP secara
komprehensif {Solim, 2019),

Selanjutnya, pada bulan Juli tahun 2011 diadakan pertemuan /"' Experts
Meeting to Study the Feasibiliylaf® Developimg ACTIP untuk mengkaji
kelayakan pengembangan m selanjutnya dilaksanakan 2 Experis
Mecting te Study the Feasibility of Developing ACTIP dibulan September 201 |
mmuumw:ﬂt konvensi. Pada pertemuan kedua
fersebut, Filipind mengajukan kerungka rencaiia ACTIP, Pembentukan ACTIP
dilakukan Ketika Singapura dan Thailand meagusulkan Regioinal Plas of Action
(RPA yang kemudian discbut ASEAN Plan of Action Against TIPS Especially
‘Women atau APA). Pertemuan ketiga dibulan April tahun 2013 Mhugm
j‘iﬂm't; Working Gronp on ASEAN Comvntion on Trafficking .ﬁtﬂm‘ﬁam
bahasan rancangan ACTIP dan RPA. Pada perfemuan keempat di
huiﬂ Sqﬂ'llh'[‘ tahun 2013 yaitu £ Envivonmental Warking Gnﬂq! TEWG)

M'H Conventimg O Trafficking in Persons amd RPA: -ﬂkh.l.m;rn
]lunbu:lmm dan bab pertama ACTIP berhasil dibentuk (Solim. 2019).

-Pada tahun #ﬂl-l,mbanjnkhnm kali pertemuan dindaknn dengan berbagai
kendala. Namun, pertem # membuahkan hasil yaitu berupa Tiede,
Preamble. General Provision (Pasal 1), Use of Ternss (Pasal 2), Scope of
Apy:'r."fr:.'a:r;a-n. H:'asai 3} Criminalization nm*i.-w Errﬁ:rn'mmr {Pasal 4),
Protection of Sovere :wﬂ'.'ﬁﬂ &W}lﬁﬂbﬂkﬂm dari Prevention of
Trafficking in Persons, Law En_,fnﬂ.e'mnl' and Prosecution {Pasal 6i). Setelah
sembilan kali pertemuan, Ad-Hoe Meeting ¢Legal Scrubbingl draft ACTIP dan

APA disusun di Bogor pada April tahun 20135 guna memastikan konsitensi dan
substansinya (Solim, 2019},

Filipina, sebagai salah satu negara anggota ASEAN, meratifikasi ACTIP
pada tanggal 6 Februar 2007 (ASEAN, 2017}, Keputusan ini menjadi menarik
untuk dianalisis karena Filipina merupakon negara dengan angka perdagangan



manusia yang cukup tinggl, sekaligus negara penginim tenagn kerja migran
lerbesar di kawasan. Selain itu, Filipina juga dikenmal memiliki komitmen
terhadap perlindungan tenaga kerju migran dan hak asasi manusin, namun juga
menghadapi tantangan struktural dalam penegakan bukummya.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepentingan nasional Filipina
yang melstarbelakangi  keputusan uptuk  meratifikasi  ACTIP. Dengan
menggunakan teori kepentingan nasional fuational interest) sebagai pisau
analisis, pﬂﬂﬂ'iiw}kﬂn w.mﬁﬁuﬂif-;nategﬁ ekonomi, normatif,
dan sosial yang menjadi dasor keputusan Filipina. Lebib fauh. penelitian ini juga
akan‘melihat posisi Filipina datam kermngka kerjs sama regional ASEAN dan
‘sejauh mana ram ACTIP mncerminkpn; mt{'ﬂﬁdap identitas
.Eﬂk&ﬁf. kenn sama institusional, atau kcpemi@nm]iﬁupm
?ﬂhtlm ini berfokus pada ACTIP yang mw_tmngkﬂ
hukum regional untuk melawan din menanggulangi perdagangun manusia
khususnya perempuan don anak-anok. Hal menarik yang peneliti lihat
berdasarkan latar belakang adalah alasan apa yang membuat Filipina
‘meratifikasi ACTIP dan menjadi salsh satu segara yang vokal dalam
‘mentarakan perihal draft rancangaan ACTIP. Mak dari itu, dapat dirumuskan
pl‘musalnhnn “B.ugmmun-a proses pengambilan keputusan Filipina dalam
mmmﬁmnm knpuﬂmpn.uﬂmmlnyl
1.3 Tujunan Penelitian
Adapun tujuan dilskukannya penelitisn ini, sebagai berikut:
I. Guna mengetahui latar belakang dan kronologi dibentuknya ACTIP,
2. Guna mengetahui alasan Filiping meratifikasi ACTIP pada tahun 2017,
3. Guna mengetahui proses pengambilan  keputusan Filipina dalam
meratifikasi ACTIP pada tahun 2017.

1.4 Manfaat Penelltian
Adapun manfaat penelitian ini, sebagai berikut:

. Penelitizn ini dopat memperkaya literatur mengenai proses pengambilan
keputusan Filipina dalam meratifikasi ACTIP.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi para peneliti.



1.5 Sistematika BAB
Penelitian ini terbagi ke dalam lima bab dengan sistematika penulis. sebagai

berikut:
. BAB I: Pendahuluan
Bab ini berisi latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah,
tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika bab. Latar belokang
penelitian berisi alasan-alasan kuat yang mendukung penelitian ini.
2. BABILTI 3 '

. bapai

Bab ini berisi!
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